
BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8A TAHUN 2011

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAIY BAI{GUNAI{

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa sehubungan dengan telah berlakunya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
dalam rangka efektivitas Pemungutan Bea Peroiehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu mengadakan
penyesuaian terhadap Perangkat Daerah yang
membidangi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 8A Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jarva Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27341,
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2OI1 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 523a1

Mengingat : 1.

b.

2.

3.



4. Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2OLs
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5
Nomor 5 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Arc Nomor lI4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A 17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al7 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6oal);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2O36);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2
Tahun 2}ll tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OIL Nomor 1 Seri B),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2018 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8A Tahun 2OIl
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan {Berita
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011, Nomor
7A Seri B);
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2AL6
Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 8A TAHUN 2ATT
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.
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Menetapkan :

)



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor
8A Tahun 2O1l tentang Sistem dan prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Berita Daerah Kabupaten pamekasan
Tahun 2OII Nomor TA Seri B) diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka T diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat

fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada Badan Keuangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Badan
Keuangan Daerah menunjuk Sub Bidang
Pendaftaran, Pendataan, penetapan, dan
Pengendalian BPHTB.

(2) Sub Bidang Pendaftaran, pendataan,
Penetapan, dan pengendalian BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melakukan interaksi dengan wajib pajak

dalam tahapan pemungutan BpHTB yakni
dalam proses penelitian SSPD dan proses
pengurangan BPHTB

b. mengelola database objek pajak;
c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan

BPHTB berdasarkan data dan laporan dari
pihak lain yang ditunjuk.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Badan Keuangan Daerah melakukan fasilitasi
atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pengoordinasian;
b. penyempurnaan Lampiran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sosialisasi;



d. supervisi;
e. bimbingan teknis; dan
f. asistensi.

4. Nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset dalam beberapa Pasal untuk
selanjutnya diubah menjadi Badan Keuangan
Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 April2OlS

Plh. BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 21 April2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 24

MOHAMAD ALWI


